
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensi 

dan latar belakang penyusunan Raperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur yakni untuk 

menjabarkan/memperinci ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Selain itu, Raperbup juga disusun dalam rangka mendukung kemudahan 

berusaha, karena nantinya materi Raperbup akan diintegrasikan dalam OSS. 

2. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta 

menyatakan bahwa pada prinsipnya Kanwil tidak akan memberikan perbaikan dari 

sisi substansi, karena termasuk dalam materi teknis yang nantinya akan dibahas 

dalam forum lintas sektor. Oleh karena itu, pada rapat saat ini Kanwil hanya akan 

memberikan saran/masukan dari sisi teknik penulisan/legal drafting. 

3. Pembahasan Pasal demi Pasal sebagai berikut: 

a. Perbaikan redaksi ketentuan umum meliputi: 

1. Penyesuaian nomenklatur desa dan kecamatan menjadi kalurahan dan 

kapanewon 

2. Mengurutkan definisi/batasan pengertian dengan pola umum-khusus 

3. Menambahkan definisi Wilayah Perencanaan II 

b. Menghapus ketentuan ruang lingkup Peraturan Bupati. 

c. Reposisi materi wilayah perencanaan dari semula pada bab tersendiri menjadi 

bagian dari Bab I. 

d. Perbaikan redaksi Tujuan Penataan menjadi: 

Pasal 3 

Tujuan penataan WP II untuk mewujudkan kawasan pengembangan ekowisata 

berbasis alam, sosial budaya, dan pertanian yang tangguh bencana guna 

mendukung kawasan pariwisata Borobudur. 

 

Jenis Rapat/Acara : Rapat  Penyusunan Raperbup tentang Rencana Detail Tata 

Ruang Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur 
Hari, Tanggal : Jumat 24 Oktober 2025 
Waktu : 08.30 WIB 

Sifat Rapat : Terbuka 
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum 

Ketua Rapat : Agusrianto, S.H. 
Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala 
sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo 

3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon 
Progo 

 
Pembahasan :  



 

e. Perbaikan Redaksi mengenai Peraturan Zonasi dalam Pasal 41 dan Pasal 42 

menjadi sebagai berikut: 

Pasal 41 
PZ berupa: 

a. aturan dasar; dan/atau 
b. Teknik Pengaturan Zonasi. 

 

 

Pasal 42 
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 
e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 

 

Keputusan Rapat   : 
 

1. Rapat Penyusunan Raperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona 

Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 
2025 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan 

peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati. 

2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

3. Draft rancangan Peraturan Bupat kemudian akan dilanjutkan dengan 
pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY 

kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY dan Kementerian Agraria Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna dilakukan pencermatan lintas sektor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wates, 24 Oktober 2025 
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan 

 

 
 
 

AGUSRIANTO, S.H. 
NIP. 198408112010011008 

 


